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Menimbang :

Mengingat :

~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
* NOMOR 14 TAHUN 2007

- TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2} Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Restoran ditetapkan sebagai Pajak Daerah Kabupaten Halmahera
Timur; o

bahwa Pajak Restoran di Kabupaten Halmahera Timur perlu segera diformulasikan dalam

ketentuan yang mengikat masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan
semangat otonomisasi daerah;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pajak Restoran;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan {Lembaran Negara R! Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262) Sebagaimana telah beberapa kali diubak terakhir dengan Undang-Undang
Republik indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

{Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3686);,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,

‘Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor

174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

Undang- Uﬁdang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor-
18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000

" Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sulz, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara {Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nornor 2,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganii Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- {Lembaran Negara R! Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493

yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Ri
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); '
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemenntah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom {Lembaran Negara Rl Nomor tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Tambahan Lembaran
Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4138 );

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Pérundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemenntah dan
Rancangan Keputusan Presiden; .

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ientang Penyldlk Pegawal Negen
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; - -

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Produk

Hukum Daerah.

_ Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR |

dan
BUPATI HALMAHERA TIMUE
MEMUTUSKAN :

Men_gtapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PAJAK REST ORAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
" 1. Daerahadalah Kabupaten Halmahera Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur-.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur. ' )
Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ha!mahera Timur. |
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ha!mahera Timur,
Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur.

e ol

Pajak Restoran yang selanjuinya disebut Pajak adalah pajak a'(BS pelayanan restoran termasuk pelayanan
jasa boga atau katering. :

e

Kas_Daerah adatah Kas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut
bayaran, termasuk jasa boga dan katering.
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. Péngusaha Restoran adalah perorangan atau badan jrang menyelenggarakan restoran, termasuk jasa boga

atau katering untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak fain yang menjadi
tanggungannya. ' :

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang undangan Perpajakan Daerah.

.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan ofeh wajib pajak

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati,

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumiah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang_selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan
yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketétapan" Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjuinya disingkét SKPDKBT adalah surat
keputusan yang ménentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya d[smgkat SKPDLB adalah surat keputusan yang
menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak leblh besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang. _ _

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang
menetukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat STPD adalah surat-untuk melakukan tagihan pajak: -
“atau sanksi administrasi berupa bunga denda.

Penyidik Pegawai Negen Sipil adalah Pejabat Pegawal Negeri Sipil yang diberi wewenang dan kewajlban
uniuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran termasuk jasa boga atau katenng dnpungut pajak atas pelayanan restoran,
termasuk jasa boga ataucatering. .

Ob}ek Pajak adalah pelayanan yang d:sed|akan restoran dengan pembayaran;

,'Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pen;uaian makanan danfatau ditempat yang
f diseitai dengan fasilitas penyantapannya. ' : , '

Pasal 3

“Subjek pajak restoran termasuk jasa-boga atau katenng adalah orang pnbadn atau badan yang melakukan
.~ pembayaran, ‘

Waijib pajak restoran adalah pengusaha restoran termasuk jasa boga atau katering.
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BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah Jjurnizh pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk jasa boga atau
katenng : _ ,

) ‘ . Pasal 5
Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuiuh persen).
| - BABNV
DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
| Pasal 6
(1) Pajakyang temtang dlpungut di daerah Kabupaten

{2) Besamya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tanf sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5,
dengan dasar pengenaan sebagalmana dimaksud pada Pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7
Masa pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (safu} kali butan takwin.

Pasal 8
- Pajak terutang terjadi pada saat fransaksi pembayaran di]akukan.

: Pasal 9
(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus d|13| dengan jelas benar dan lengkap serta dﬁanda_

tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

{3) SPTPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1, harus disampaikan kepada'Bupali selambat-lambatnya 15 (lima

belas) hari setelah berakhlmya masa pajak.
(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

: BABVI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10 -

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak lerutang
dengan menerbitkan SKPD..

(2) Apabila SKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi admmrstras# berupa bunga sebesar 2 % {dua persen)
sebulan dan ditagih dengan menerbllkan SPTPD.
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Pasal 11

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), digunakan untuk

(2)

(3)

BN )
- . waklu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,SKPDKS8,SKPDKBT dan STPD. -
2)

@

- menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima} tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati da'pat menerbitkan
a. SKPDKB; '
b. SKPDKBT;

¢. SKPDN;

d. SKPD;

e. SKPDLB.

SKPDKB sebagaimana pada ayat (2) huruf a, diterbitkan : :

~a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaait atau keterangan. lain pajak yang terutang tidak atau kurang

dibayar, dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau ferlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulth empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak; ' : :

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat
terutangnya pajak; : e

c. apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen} dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak. ' :

SKPDKBT sebagimana dimaks‘ud. padé ayat (2) huruf b, d_itérbitkan apébila ditemukan data baru atau data

- yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan -

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, di{erbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama
besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. ‘

Apébi!a kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih

_ dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % {dua persen) sebulan,

Penambahan j_Linilah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila

wajib pajak melaporkan sendiri sebeium dilakukan tindakan pemeriksaan.

e BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Kabupaten atau tempat lain yé‘hg ditunjuk ofeh Bupali sesuai

Apabila pembayaran pajak dilakukan_ditempét fain yahg ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor.ke Kas
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau daiam wakiu yang ditentukan oleh Bupati.

F’ernbayaran pa}ak sebagima_nei dimaksud pada éyat'(1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD,

vz Dokusomis, itormie Lk (T - S . . ' 62 '
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- Pasal13
Pembayaran pajak harus dxlakukan sekaligus. -

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur “pajak terutang dalam kurun
waktu tertentu setelah memenuhl persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 'dilakukan secara teratur dan
berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar. .

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu'
yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dlkenakan bunga 2% (dua) persen.

sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. =

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebaga:mana dimaksud pada ayat (2) dan (3), d|tetapkan ofeh Bupati.

 Pasal14

Setfiap pembayaran pajak sebagalmana dimaksud pada Pasal 13 diberikan tanda bukti pemhayaran dan

dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran, tanda huktl pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagalmana dimaksud pada '

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

: BAB Viil
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal ’undakan pelaksanaan penagthan
pajak dikeluarkan 7 (tujuh} han sejak jatuh fempo pembayaran.

Dalam jangka wakiu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat {eguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlkeluarkan‘ -

oleh Bupati.

Pasal 16

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar fidak dilunasi dalam }angka waktu sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagib dengan surat paksa.

Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 {dua puluh satu) han sejak tanggal surat teguran

- atau surat penngatan atau surat lain yang sejenis.

Pasat 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakti 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan
surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat p_erintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah dl!akukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya; sefelah wakiu 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Letang Negara. .

ety
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Pasat 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib-pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. .

" BABIX R
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21 -

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wéjib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembébasén )
. pajak.” - '

* {2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

- {1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

' BAB X ‘
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS| ADMINISTRASI .

Pasal 22

) Btjpati karenajabatan'até!u atas p@_elm\phdnan-wajib pajak dabat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya 'terdapat kesalahan tuiis,

- kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan
" Daerah; g - o : o

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangl atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan | pajak yang
. terutang dafam hal sanksi fersebut dikenakkan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya. ‘ g

{2) Permohonan, pembetulan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

- atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan

secara terfulis oleh wajib pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

)] Bup.ati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebégaimana dimaksud pada ayat (2), diterima
sudah harus memberikan keputusan. - ‘

{4) Apabita setelah waktu 3 {tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Bupati tidak memberikan keputusan

maka permohonan pembetutan, pembatalan, pengurangan, ketefapan dan penghapusan-atau pengurangan
sanksi adminisirasi dianggap dikabuikan. s IR '
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" BABXI

KEBERATAN DAN BARDING
. Pasal 23
N Waj:b pa]ak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatt atas suatu :
a. SKPD;
"b. " SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana’ d:maksud pada ayat (1), harus dlsampalkan secara teriulis dalam
Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE dan SKPON
diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

- dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan_

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) d[tenma sudah dapat memberikan keputusan.

{4) Apabila seteiah lewat 12 {dua belas) bufan sebagaimana dimaksud pada ayat 3), Bupatl tidak memberikan
keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan,

(5} .Pengajuan keberatan sebagaiamana dlmaksud-pada ayat (1), tidak menunda‘ kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

(1} Waijib pajak dapat mengajukan bandmg kepada Badan Penyelesalan Sengketa Pajak dalam ;angka waktie 3

(tiga) bulan seteiah diterimanya keputusan keberatan.
(2) Pengajuan Bandlng sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tndak menunda kewajlban membayar pajak

" Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan

ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebuian untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XlI :
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
> Pasal 26

{1} Wajib pajak dapat mengajukan permohonan ‘pengembaiian keleblhan pajak kepada Bupatl secara tertulis
dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. nama dan alamat waijib pajak;
b. masapajak;
¢. besarnya kelebihan pajak;
d. alasan yang jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 { dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.

{3} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan’.
permohaonan pengembalian kelebihan pembayaran pejak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 {satu) bulan. *
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(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajék Jaihnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

(5 Pengembalian kelebihan pembayéran;pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua). bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat wakty 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen} sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. ‘ :

. Pasal 27

Apabila kelgbihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berfaku
sebagai bukli pembayaran. '

. BAB Xiil
. KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa sefelah melampaui  jangka wakfu 5 (lima) tahun

terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang
pemajakan daerah. o

(2} Kadaluawarsa penagihan pajak sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; dan/atay

b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun fidak langsung.
BAB Xiv
PENYIDIKAN

Pasal 29 _

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

2 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumputkan dan  meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
~ pidana di bidang pérpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah; : o - Co

d. ~memeriksa buku-buku; catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
" bidang perpajakan daerah; ,

e: melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan, pencatatan dan dokumen-
- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terfradap bahan bukti tersebut; :

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah; ‘ . , :
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g. menyuruh berhéntt melarang seseorang meninggalkan fuangan atau tempat pada saat pemeriksaan
- sedang berlangsung dan memeriksa idenlifas orang dan / atau ‘dokumen yang dlbawah sebagalrnan .

dimaksud pada hunuf ¢;

h.  memoiret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajak daerah;
I3 memanggxl orang untuk dldengar keterangannya untuk dlpenksa sebagal tersangka atau saksi;

'j. - menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan tindak pidana di bidang perpajakan

N

'~ daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan di'muiain'ya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang—Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. : o

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

'Wajib‘ pajak yang karena kealpaannya fidak menyampaikan SPTPD atau meng‘isi dengan tidak benar atau

.- tidak lengkap dan / atau melampitkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah

2

dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu} tahun dan/atau denda paling banyak 2 {dua) kali
jumlah pajak yang terutang.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

fengkap dan { atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana. kurungan pallng Iama 2 {dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali -

jumlah pajak yang terutang.

“Pasal 31

Tindak pidana sebagaimané dimaksud dalam Pasal 30, tidak ditunfut setelah melampaui jangka waktu 10
" (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak.

. Hal

BAB XVI
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenat aturan pelaksanaannya akan dltetapkan

dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Diundangkan di Maba
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UMUM

Pajak- Dée}ah merupakan salah satu sumber pendapatari Asli Daerah daim upaya menopang
pendapatan-daerah, disamping penenmaan dari Pemerintah berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasif pajak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
.NOMOR 14 TAHUN 2007 -

dan bukan pajak.

- PENJELASAN
ATAS

TENTANG.

 PAJAK RESTORAN

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

| Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 fentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah jo Peraturan

(A

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : :
' Cukup jelas.
Pasal 2
' Ayat {1) ‘
Cukup jefas.
- Ayat(2)
' -Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf  a
_ Cukup jelas.
Huruf - b
' Cukup jelas.
Pasal '3 . -
Ayat (1)
Cukup jelas. .
Ayat (2)
Cukup jetas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 .
" . Cukupjelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

_Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran merupakan jenis Pajak Kabupaten

I Kota. ,
Sehubungan dengan itu untuk menata pungutan . daerah khusus mengenai Pajak Restoran pertu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur. '
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (4)

Ayat (1)

7
Cukup jelas.

8

- Cukup jelas.

9 ‘
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat {3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
10
Ayat (1)

Cukup jelas.

" Ayat(2)

Cukup jelas.
1
Ayat (1).

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

- Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat(6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

12

Cukup jelas.
Ayat (3} o
Cukup jelas. -

13

Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2) '

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan " tempat lain yang ditunjuk” adalah pembayaran pajak pada
Bendaharawan Khusus Penerima.’ :
- Ayat(2) -



Pasal

Pasal

. Pasal

Pasal
Pasal
Pé‘sal
" Pasal

Pasal

Pasal

. Ayat(2) -

16
Ayat (1)

. " Cukup jelas. . .
Ayat (3) ‘
. Cukup jelas.
Ayat (4)
~. Cukup jelas.
Ayal (5) ,
- Cukup Jelas
14 ' '
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2} )
' Cukup jelas.
15 '
Ayat (1) |
Cukup jelas.

_ Cukup jelas.
Ayat (3) -
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
17

Cukup jefas.
18

Cukup jetas.
19
Cukup jefas.

20
Cukup jelas.

2

Ayat (1) . : o -
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan™"pengurangan pajak adalah mengurangi

jumlah pajak yang harus dibayar, “keringanan pajak’ adalah memberikan kemudahan -

dalam pelunasan pajak seperti penundaan pembayaran fanpa mengurangi jumlah pajak
yang harus dibayar menjadi nol rupiah dan “pembebasan pajak” adatah dibebaskan dari
pembayaran pajak. o
Ayat (2) . '
- Cukupijelas.
22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jetas.
Huruf b
Cukup jeles.
Hunf ¢ _
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam tertib
* administrasi, oleh karena itu dalam waktu yang telah ditetapkan, keberatan yang diajukan
oleh wajib pajak harus sudah diberikan keputusan.
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Pasal 23
Ayat (1)
- Cukup jelas.
Ayat (2)
: . Cukup jelas.
Ayat (3) -~ ...
: Cukup jelas.
Ayat (4)
' Cukup jelas.
Ayat (5)
: Cukup jelas.
Pasat 24
© Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jefas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) '
Cukup jelas.
Pasal 27 - .
- . Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1) .
' - Cukupjelas.
Ayat (2)
- Cukup jelas.
Pasal 29 .
Ayat (1)
... Cukupjelas.
Ayat (2~
Huruf' a

Huryf . b

* Cukup jelas.

Cukup jelas,

=



Pasal

Pasal

Pasal

" Pasal .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMURTAHUN NOMOR 41.

Huruf ¢ S
' Cukup jelas. -
. Huruf d ' ‘
_ Cukup jelas.
Hurdf e
- . Cukup jelas.
. Hurdf f
- Cukup jelas.
Huruf g R
‘ ' © Cukup jelas.
.- Huruf h o
' - - Cukup jelas.
‘Huruf § - _ _
o - Cukupjelas. -
Huruf j ,
- . Cukupielas.
Hurf k . S
Cukup jelas.
30 _ ‘
Ayat (1) ..
Cukup jelas.
Ayat (2) -
Cukup jelas.
Ky '
Cukup jefas.
32
Cukup jelas.
33

- Cukup jelas.
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